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PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI/IUT
DAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG-MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor |
Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum, sebagal upaya
tercapainya keseragamaan lata laksana pelayanan umum, guna meningkatkan
mutu pelayanan yang mendorong efektifitas sistem dan tumbuhnya kreatifitas,
prakarsa dan peran serta masyarakat, perlu dilaksanakan kegiatan terpadu yvang
bersifat sederhana. terbuka, lancar, tepat. lengkap, terjangkau dan tidak
diskriminatif :

bahwa sehubungan dengan hurup a. maka untuk memberikan pedoman yang
jelas dalam pemberian izin Usaha Industri (IUI) dan lzin Perluasan Industri
sebagaimana diatur denga Peraturan Darah Kota Palembang Nomor 15 Tahun -
2002 tentang Pembinaan dan Retribusi di Bidang Industri jo Peraturan Daerah
Kota Palembang Nemor 9 Tahun 2007, perlu menetapkan pengaturan mengenai
Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemberian lzin Usaha Industri
(TUT) dan Tzin Perluasan Industri :

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Palembang tentang Persvaratan, Mekanisme Dan Prosadur Tetap
Pemberian lzin Usaha Industri (IU]) dan Izin Perluasan Industri.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I1
dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821};

Undang—Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran
Megara RI Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
3202

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran
MNegara RI Tahun 1995 Nomor |3, Tambahan Lembaran MNegara RI NMomor
3587).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pgjak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3683, sebagaimuna telah diubah dengan Undang-Undang
Momor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Rl Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara R1 4048);

Undang—Undang Nomor [0 Tahun 2004 tentang Pembentukar Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara BRI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4389);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara R1 Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor §
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI
Momor 4348);

Peraturan Pemerintah  Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(I.embaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lemberan Negara
Nomor 4139 ;

Peraturan Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomaor 4737 )

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata
Laksana Pelayanan Umum ( Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000
Nomor 2) :
Peraturan Dacrah Kota Palembang Notor 15 Tahun 2002 tentang  Pembinaan
dan Retribusi jo Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007;

. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembinaan

dan Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dan Izin Usaha Perdagangan (Lembaran
Naerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 39) jo Peraturan Dacrah Nomeor 10
Tahun 2007( Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 10)
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2006 Nomor 10).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PERSYARATAN -

MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP PEMBERIAN IZIN USAHA
INDUSTRI (IUT) DAN 1ZIN FPERLUASAN INDUSTRL

BAB1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

alam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Kota Palembang.

Pemerintah Kota adalah Pemenntah Kota Palembang.

Walikota adalah Walikota Palembang.

Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang,

Dinas Perindusirian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, dan Koperasi Kota Palembang
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi persercun terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya. badan usaha milik Negara atau daerah
dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, fima, kongsi,
koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha
tetap serta badan usaha lainnya.

Penanggung Jawah adalah orang vang bertanggungjav ab atas penyelenggaraan
usaha industri.
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Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melaksanakan kegiatan dibidang
usaha industri dan berbentuk perorangan atau badan yang berkedudukan di
Indonesia.

Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri Khusus
yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir daim proses incdustri.

Izin Usaha Industri vang selanjutnya disingkat IUI adalah Izin untuk mendirikan
usaha industri yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Perluasan Perusahaan Industri adalah penambahan investasi melebihi 30 % (tiga
puluh persen) dari nilai invesiasi yang telah diizinkan.

Industri Besar Golongan 1 adalah industri yang nilai investasi perusahaan
industri yang seluruhnya diatas Rp. 10.000.202.00., (sepulul rilvar rupiah)
tiduk termasuk tanah dan bangunan tempat usahanyva .

Industri Besar Golongan Il adalah industri yang nilai investasi perusahaan
industri yang seluruhnya diatas Rp. 1.000.000.000.- (satu milvar rupizh) sampai
dengan Rp. 10.000.000.000- (sepuluh4fiyar rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usahanya . v

Industri menengah adalah industri yang nilai investasi perusahaan industri yang
seluruhnya mulai dari diatas Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) sampai
dengan Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan
hangunan tempat usahanya .

Industri Kecil golongan 1 adzlah industri yang nilai investasi perusahaan industri
yang seluruhnya mulai dari diatas Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)
sampai dengan Rp. 200.000.000.- (dua ratus Juta rupiah) tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usahanya.

Industri Kecil golongan 11 adalah industri yang nilai investasi perusahaan
industri yang seluruhnya mulai dari di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usahanya. :
Retribusi di bidang industri yang selanjutnya discbut Retribusi adalah retribusi
yang dipungut atas pelayanan pemberian izin terhadap usaha dibidang industri.

. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut Peraturan Perundang-

undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

. Surat Ketetapan Retribusi Dacrah yang selanjutnya disingkat SKRD zdalah surat

keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.

_ Pemeriksaan adalah  serangkaian kegiatan untuk mencari dalam rangka

pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan
peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalab serangkalan
tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta
menemukan tersangka.

BAB 11

PERSETUJUAN PRINSIP, IZIN USAHA INDUSTRI
DAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI

Pasal 2

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha Industri dalam Daerah,
wajib mendapal Persetujuan Prinsip dan memiliki IUL dari Walikota diproses
melalui Dinas Perindustrian , Perdagangan dan Koperasi.

Setiap orang atau badan yang akan melakukan perluasan usaha industri dalam
Daerah, harus mendapat izin dari Walikota melalui Kepela Dinas.



(3} Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi ditetapkan sebagai unit kerja yang melaksanakan proses penciitian
administrasi dalam rangka pemberian persetujuan Prinsip, [UI dan 1zin Perluasan
Industri sesuai dengan persvaratan, mekanisme dan prosedur tetap yang diatur
dalam Peraturan ini.

Pasal 3
IUT sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan ini, sebagai berikut;

a.  Perselujuan Prinsip ;
b, lzin Usaha Industri (1UI) ; dan
¢.  lzin Perluasan Industri.

Pasal 4

e

Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud.dalam Pasal 3 huraf a Peraturan ini
diberikan kepada Perusahaan Industri Menengah dan Besar dalam rangka melakukan
persiapan antara lain;

«.  rersiapan pembangunan perluasan usaha :
. Persiapan pengadaan peralatar
. Persiapan pemasangan instalasi peralatan pabrik : dan
d. Jenis dan Komoditi industr vang proses  produksinya tidak merusak atau
membahayakan lingkungan,

Pasal 5

IUI sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b Peraturan ini. adalah sebagai
berikut

a.  Izin Usaha Industri Besar.
b.  lzin Usaha Industri Menengah.
€. Izin Usaha Industri Kecil,

Pasal 6

Izin Perusahaan Industri schagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢ Peraturan ini,
merupakan izin yang diberikan kepada perusahaan industri yang melakukan
penambahan investasi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari nilai investasi yang
telah diizinkan dengan ketentuan memiliki [UI dan memenuhi persyaratan vang telah
ditetapkan dalam Peraturan ini.

Pasal 7

(1) Proses penyelesaian permohoran [UI dan lzin perluasan Industri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan ini, dapat diselesaikan dalam jangka waktu
15 (lima belas) hari kerja seak diterimanya permohonan yang lengkap dan
memenuhi syarat.

{2)  Permohonan yang dapat diproses adalah permohonan yang telah ‘dilengkapi
persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

(3) Permohonan vang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administras: dan
atau persyaratan teknis, akan diberitahukan kepada Pemohon secara tertulis
selambat-lambatnya dalam terggang waktu § (lima hari) kerja sejak Berita
Acara Pemeriksaan di tandatangani.
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(2)
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Pasal 8

Terhadap permohonan yvang telah memenuhi persyaratan, diminta penetapannya
Kepada Walikota yang dituangkan dalam Keputusan Walikota tentang IUT dan
Izin Perluasan Industri,

Setelah  ditctapkannya  Keputusan  Walikota dimaksud, Kepala Dinas
menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SERD),

Apabila Ul dan Izin perluasan industri asli sudah ditetapkan oleh Walikota,
Pemohon membayar retribusi, kemudian diterbitkan Petikan [UT dan periugsan
industri yang ditandatangani oleh Kepala Dinas untuk disampaikan kepada
Pemohon.

Pasal 9

Sebelum ditetapkan Ul Perluasan Industiif Pemohon terlebih dahulu mendapat
persetujuan Prinsip dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang
ditandatangani oleh Kepala Dinas.

(1)

(2)

BAR I
PERSYARATAN
Pasal 10

Persyaratan administrasi pemberian Persetujuan prinsip bagi IUI Besar dan
Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Peraturan ini,
adalah sebagai berikut -

. Mengajukan surat pennohonan dengan  mengisi  formulir yang telah
disediakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan
Jelas, benar dan lengkap.

2. Melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah Penanggung
Jawab.,

3. Melampirkan photo copy NPWP,

4. Melampirkan photo copy Akte Perubahan.

3. Melampirkan photo copy Surat Izin Usaha (SITU-I 10,

Persyaratan administrasi pemberian U1 Besar dan Menengah  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal S huruf 2 dan b Peraturan ini adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan surat permochonan dengan mengisi formulir yang telah
disediakan oleh Dinas Perindustrian. Perdagangan dan Koperasi dengan jelas,
benar dan lengkap.

2. Melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Penanggung
Jawab.

3. Melampirkan photo copy NPWP,

4. Melampirkan photo copy Akte Pendirian dan Akie Perubahan,

2. Melampirkan photo copy IMB. -

6. Melampirkan photo copy Peaetapan Nama Direksi dan Dewan Komisaris,

7. Melampirkan photo copy surat persetujuan prinsip 1U7,

8. Melampirkan photo copy formulir Model PM. 1 tentang informasi

pembangunan pabrik dan sarana industri (proyek).
9. Melampirkan photo copy UKL, UPL atau SPPL  yang sudah disahkan
Bapedalda.

10, Melampirkan photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU-HO),
1. Melampirkan pas photo 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar.
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Persyaratan administrasi untuk pengajuan IUI Kecil sebagaimana dimaksud
Pasal 5 huruf a dan b Peraturan ini adalah sebagai berikut :

|. Mengajukan surat permohonan dengan mengisi formulir vang telah
disediakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan jelas,
benar dan lengkap.

2. Melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah Penanggung

Jawab.

Melampirkan photo copy NPWP.

Melampirkan photo copy Akte Pendirian dan Akte Perubahan,

Melampirkan phote copy UKL, UPL dan SPPL vang sudah disahkan

Bapedalda.

6. Melampirkan photo copy Surat Lzin Tempat Usaha (SITU-HO).
Melampirkan pas photo 3 x 4 em sebanyak 2 lembar.

e

Persyaratan administrasi untuk p-:ngujlmj.;‘gjlz[n Perfuasan Industri scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 Perauran ini, 8€;lah sebagai berikut :

1. Mengajukan Surat Permohonan dengan mengisi formulir yang telah -
disediakan oleh Dinas Perindustrian. Perdagangan dan Koperasi dengan jelas.
benar dan lengkap.

2. Melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah Penanggung

Jawab.

Melampirkan photo copy Izin Usaha Industri (IUI).

Melampirkan photo copy Surat lzin Tempat Usaha (SITU-HO).

Melampirkan photo copy IMB untuk perluasan Bangunan.
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Pasal 11

IU] sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan ini, berlaku selama Usaha
tersebut masih berjalan dan setiap 3 (tiga) tahun harus diperpanjang dengan
mengajukan permohonan baru.

Permohonan perpanjangan U] sebagaimana dimaksud pada avat (1) Pasal ini,
diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirova masa 1zin dimaksud dan harus
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan ini.
Persetujuan Prinsip diberikan kepada perusahaan yang baru berdiri selama jengka
waktu 6 {(enam) bulan dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 12

Penelitian dan Penilaian terhadap permohonan IUI dan [zin Perluasan IrYustri,
hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.

8))

BAB IV
MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP
Pasal 13
Mekanisme pemberian [UI dan [zin Perluasan Industri adalah sebagai berikut

1.  Pemohon mengajukan sermohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas
dengan formulir mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dilengkapi dengan persyaratan
sesui dengan ketentuan Peraturan ini.

2. Pemohon yang persyaratannya telah lengkap diregistrasi pada Bagian Tata
Usaha dan selanjutnya melalui Kasubdin Pembina Teknis diajukan Kepala
Dinas untuk pemeriksaan berkas.
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Kepala Bidang Pembing Teknis mengrraliun iveurdinater Lopongan untuk
melakukan pemeriksaan lokasi meliputi persiapan mesin dan peralatan
produksi serta perlengkapan pendukung kepiatan produksi.

4, Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
diteruskan  kepada Walikota untuk  mendapatkan  persetujuan  berupa
Peraturan Walikota sedangkan Permohonan yang pada waktu pemeriksaan
berkas tidak memenuhi persyaratan, ditunda dan dikembalikan kepada
Pemohon untuk dilengkapi persyaratannya.

Walikota menetapkan Peraturan tentang TUI dan I7in Perluasan Industri.

6. Apabila [Ul dan izin Perluasan Industri telah ditetapkan Walikota, Pemohon
membayar Retribusi [UI dan Izin Perluasan Industri, kemudian diterbitkan
Petikan TUT dan lzin Perluasan Industrl untukm disampaikan kepada
Pemohon.

in

(2}  Mekanisme dan prosedur igap pemberian [UD dan Izin Peluasan Industri adalah
sesual  dengan skema alve schapaimana  tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang Gidak terpisatikan dalam Peraturan ini.

BAR Y
KETENTUAN RETRIBUSI
== Pasal 14
Setiap pemberian IUl  dan Izin  Perluasan Industri  dikenakan retribusi
berdusarkan Kketentuan Peraturan Daerah Kota  Palembang Nomor 15 Tahun
2002 tentang Pembinaan dan Reiribusi di Bidang Indusini, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2007,
Pasal 15
Perusahaan Industri vang telah memperoleh UL wajib menyampaikan Informasi
Industri  (laporan tahunan ) kepada Kepala Dinas Perindustrian . Perdeganpan dan
Koperasi yang mengeluarkan UL Selambat-Jambatnya tanggal 31 Januvari pada tahun
benkutnya.
BAB VI
PENUTUP
Pasal 16

Dengan  ditetapkannya Peraturan  ini, maka Keputusan Walikota Palembang Nomor
566 Tahun 2004 lenlang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemberiia lzin
Usaha Indusiri (IUI) dan Perluasan Industri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

' Pasal 17
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapal mengetahuinya memerintahkan Pergundangan Peraturan ini,
dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kota Palembang

Ditetapkan di Palembang
prada tanggal 10 Marck 2008

PALEMBANG,

‘indangkan & Palambang

| il tanagnel 10-3 - 2008 TANA PUTRHA

mryvan Hasmen, M. S

AERITA DAERAH KOTA PALEMR AN~
TAHUN 2008 NOUDa 9



